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KATA PENGANTAR

Om Swastyastu,

Puja pangastuti angayu bagya kehadiran Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang
Maha Esa yang telah melimpahkan tuntunan, sehingga Laporan Layanan Informasi Publik
Desa Dalung dapat diselesaikan sesuai dengan rencana. Laporan ini disusun sebagai bentuk
komitmen Pemerintah Desa Dalung dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
transparan, akuntabel, dan partisipatif sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Laporan ini akan menyampaikan terkait kebijakan layanan informasi publik,
pelaksanaan dan layanan informasi publik, kendala eksternal dan internal dalam pelayanan
informasi publik dan rekomendasi, serta rencana tindak lanjut dalam meningkatkan kualitas
informasi publik. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi sarana

informasi yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat.
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GAMBARAN UMUM

1.1. Kebijakan Umum Layanan Informasi Publik
PERATURAN PERBEKEL DALUNG NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA DALUNG.

Pasal 1, Dalam Peraturan Perbekel ini, yang dimaksud dengan :

a.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah
yangberwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan kepentingan
masyarakat setempat bersadarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

. Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan kepentingan

masyarakat setempat dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang selanjutnya disebut perbekel, dibantu
Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.

Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Perbekel dalam menyusun
kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur
pendukung tugas Perbekel dalam melaksanakan kebijakan yang diwadahi dalam
bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan.

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang
mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta maupun penjelasannya yang
dapat dilihat, didengar dan dibaca, yang disajikan dalam berbagai kemasan dan
format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara
elektronik dan non elektronik.

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim,
dan/atau diterima oleh Pemerintah Kabupaten Badung yang berkaitan dengan
penyelenggara dan penyelenggaraan Negara dan/atau penyelenggara dan
penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Badung lainya, serta informasi lain yang
berkaitan dengan kepentingan publik.

Pelayanan Informasi adalah jasa yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Badung
kepada masyarakat pengguna informasi.

Akses Informasi adalah kemudahan yang diberikan kepada seseorang atau
masyarakat untuk memperoleh informasi publik yang dibutuhkan.

Dokumen adalah Data, catatan dan /atau keterangan yang dibuat dan/atau diterima
oleh Pemerintah Desa Dalung dalam rangka pelaksanaan kegiatanya, baik tertulis




diatas kertas atau sarana lainnya maupun terekam dalam bentuk apapun, yang dapat
dilihat, dibaca atau didengar.

j- Dokumentasi adalah pengumpulan, pengolahan, penyusunan dan pencatatan
dokumen, data gambar dan suara untuk bahan informasi publik.

k. Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-
Undang dan peraturan pelaksanaan, yang menetapkan petunjuk teknis standar
layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui
mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi.

I Pengelolaan Dokumen adalah proses pengumpulan, penyusunan, penyimpanan,
pemeliharaan, penggunaan dan penyajian dokumen secara sistimatis.

m. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi selanjutnya disingkat PPID adalah
pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan pendokumentasian,
penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Pemerintah Kabupaten Badung.

n. Pejabat Pengelolan Informasi dan Dokumentasi Pembantu selanjutnya disingkat
PPID-Pembantu adalah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang berada
pada Perangkat Daerah.

0. Pengguna Informasi Publik adalah orang/badan yang menggunakan informasi
publik.

p. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia
yang mengajukan permintaan informasi publik.

q. UjiKonsekuensi adalah pertimbangan dengan seksama dan penuh ketelitian tentang
dampak atau akibat yang timbul apabila suatu informasi dibuka dan adanya
kepentingan publik yang lebih besar yang harus dilindungi dengan menutup suatu
informasi publik.

r. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan
pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan
menggunakan informasi berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

s. Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui
bantuan mediator komisi informasi.

t. Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak
yang diputus oleh Komisi Informasi.

u. Tim Pertimbangan adalah memberikan pertimbangan-pertimbangan atas klasifikasi

informasi, termasuk informasi yang dikecualikan.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan,
partisipatif, dan akuntabel, Pemerintah Desa Dalung telah menetapkan Peraturan
Perbekel Dalung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan

Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Desa Dalung. Peraturan




ini disusun sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan layanan informasi publik
yang berorientasi pada prinsip keterbukaan informasi, sebagaimana diamanatkan dalam
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta

peraturan pelaksana lainnya di tingkat pusat maupun daerah.

Pedoman ini bertujuan untuk memberikan acuan yang jelas dan sistematis bagi
Pemerintah Desa Dalung dalam menyelenggarakan pelayanan informasi publik serta
pengelolaan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, pedoman ini
juga berfungsi untuk menjamin terselenggaranya pelayanan informasi secara tertib

administrasi, efektif, dan efisien di lingkungan desa.

Ruang lingkup pengaturan meliputi jenis informasi publik, klasifikasi informasi
yang wajib diumumkan maupun yang dikecualikan, mekanisme pelayanan dan
prosedur permohonan informasi, kelembagaan pengelola informasi publik,

pembiayaan, serta pelaporan kegiatan layanan informasi.

Untuk menunjang implementasi peraturan dimaksud, Pemerintah Desa Dalung
telah membentuk struktur kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID) Desa yang terdiri atas Atasan PPID, PPID Desa, serta pelaksana teknis pada
masing-masing bidang, yaitu: Bidang Pelayanan Informasi, Bidang Pengaduan dan
Penyelesaian Sengketa, serta Bidang Pengelolaan Informasi. Penetapan struktur
tersebut bertujuan untuk menjamin bahwa setiap permohonan informasi publik dari
masyarakat dapat dilayani secara cepat, tepat waktu, mudah diakses, serta sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jenis informasi publik yang dikelola oleh Pemerintah Desa Dalung dikelompokkan

menjadi tiga, yaitu:

1. Informasi yang wajib diumumkan secara berkala, seperti profil desa, kegiatan dan
program pemerintah desa, laporan kinerja, serta peraturan-peraturan desa.

2. Informasi yang wajib diumumkan serta merta, khususnya yang berkaitan dengan
keadaan darurat atau yang mengancam hajat hidup orang banyak.

3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat, termasuk data administrasi, keuangan,

dan dokumen perencanaan serta penganggaran desa.

Seluruh proses pelayanan informasi publik dilakukan berdasarkan prosedur yang
telah ditetapkan, dengan menjamin adanya hak pemohon untuk memperoleh informasi,
mengajukan keberatan, serta menyelesaikan sengketa informasi publik melalui jalur

mediasi atau ajudikas'i oleh Komisi Informasi.




Dengan ditetapkannya Peraturan Perbekel ini, diharapkan pelaksanaan layanan
informasi publik di Desa Dalung dapat berjalan secara profesional, akuntabel, dan
menjunjung tinggi hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar, jelas, dan

dapat dipertanggungjawabkan.

1.2. Kebijakan Badan Publik Terhadap Pelayanan Informasi Publik
Tertuang dalam PERATURAN PERBEKEL DALUNG NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA DALUNG.

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang
fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian
atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah
sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan
masyarakat, dan/atau luar negeri. Lingkup Badan Publik dalam Undang—undang
meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya
yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mencakup pula
organisasi nonpemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan
hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya
yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari
APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Melalui mekanisme dan
pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta kepemerintahan yang baik dan peran
serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu

prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki.

Pemerintah Desa Dalung merupakan salah satu badan publik yang berada di
wilayah Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Sebagai unit
pemerintahan paling dasar dalam struktur pemerintahan nasional, Pemerintah Desa
Dalung memiliki tanggung jawab dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan,
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat
desa. Berdasarkan Keputusan Perbekel Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penetapan
Pelaksana Teknis/Administrasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Desa
Dalung terdiri dari: Atasan PPID Desa yang dalam hal ini dipegang oleh Perbekel Desa
Dalung I Gede Putu Arif Wiratya, S.Sos., PPID Desa dipegang oleh I Made Trimayasa,
S.E., Bidang Pelayanan Informasi dipegang oleh Ni Luh Suastiari, S.H., Bidang
Pengelolaan Informasi I Nyoman Rai Sukanadi, ST, serta Bidang Pengaduan dan




Penyelesaian Sengketa dipegang oleh I Nyoman Alit Wiranata, S.H., yang
melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat serta mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik

dan transparan.

Sebagai badan publik, Pemerintah Desa Dalung berkomitmen untuk menjalankan
prinsip-prinsip keterbukaan informasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hal ini diwujudkan melalui penyediéan
layanan informasi publik yang mudah diakses, akurat, dan tepat waktu kepada
masyarakat desa. Layanan tersebut mencakup informasi mengenai perencanaan
pembangunan desa, realisasi anggaran, bantuan sosial, hingga kegiatan pelayanan
administrasi desa. Dengan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas,
Pemerintah Desa Dalung terus berupaya memperkuat pelayanan informasi publik guna
menciptakan pemerintahan desa yang partisipatif, responsif, dan berpihak pada

kepentingan masyarakat.




2. Gambaran Umum pelaksanaan Layanan Informasi Publik

2.1. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik
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Dalam rangka mewujudkan keterbukaan dan transparansi dalam penyelenggaraan
pemerintahan desa, kami menginformasikan kepada seluruh masyarakat Desa
Dalung mengenai hak dan tata cara mendapatkan Informasi Publik sesuai dengan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Hak Mendapatkan Informasi Publik Setiap warga negara, termasuk masyarakat
Desa Dalung, memiliki hak untuk memperoleh informasi publik yang dimiliki oleh
Pemerintah Desa Dalung. Informasi publik yang dapat diminta meliputi data,
dokumen, kebijakan, program, dan kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan
desa dan kepentingan masyarakat. Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) Desa
Dalung PPID Desa Dalung telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Perbekel
Dalung. PPID Desa Dalung bertugas sebagai penghubung antara masyarakat

dengan informasi publik yang dimiliki oleh Desa Dalung

Tata Cara Mengajukan Permohonan Informasi Publik Untuk mendapatkan
informasi publik dari Desa Dalung, masyarakat dapat mengajukan permohonan

dengan mengikuti tata cara sebagai berikut:

1. Mengisi formulir permohonan informasi publik yang tersedia di Kantor
Desa Dalung atau dapat diunduh melalui website resmi Desa Dalung.
2. Menyampaikan formulir permohonan informasi publik secara tertulis ke

Kantor Desa Dalung.




3. Memastikan bahwa permohonan dilengkapi dengan informasi yang jelas
dan lengkap, termasuk identitas pemohon dan rincian informasi yang
diminta,
4. Permohonan informasi publik dapat disampaikan langsung atau melalui
pos ke alamat Kantor Desa Dalung.
Proses Penanganan Permohonan Informasi Publik Setelah permohonan informasi
publik diterima oleh PPID Desa Dalung, proses penanganan akan dilakukan

sebagai berikut:

1) PPID Desa Dalung akan melakukan verifikasi dan penelitian terhadap
permohonan yang diajukan.

2) Apabila permohonan informasi publik dinyatakan valid, PPID Desa
Dalung akan mengambil tindakan untuk memperoleh dan menyediakan
informasi yang diminta.

3) Jika terdapat informasi yang tidak dapat diungkapkan berdasarkan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku, PPID Desa Dalung akan
memberikan penjelasan secara tertulis kepada pemohon.

Batas Waktu Penanganan Permohonan Informasi Publik PPID Desa Dalung akan

menindaklanjuti permohonan informasi publik dalam waktu paling lambat 14

(empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan. Jika terdapat

kebutuhan tambahan waktu, PPID Desa Dalung akan memberikan pemberitahuan

tertulis kepada pemohon dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya

permohonan.

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Apabila terdapat perbedaan pendapat atau
sengketa terkait dengan permohonan informasi publik, pemohon dapat mengajukan
permohonan penyelesaian sengketa kepada Komisi Informasi Pusat atau lembaga

yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalung Comand Centre, merupakan CCTV yang di pasang oleh Pemerintah Desa
Dalung yang saat ini kurang lebih berjumlah 24 CCTV yang di pasang/diletakan di
sudut-sudut strategis yang ada di Desa Dalung, Command center adalah pusat
kontrol atau pusat komando yang berfungsi untuk memantau, mengendalikan, dan
mengkoordinasikan berbagai aspek operasional, keamanan, dan respons terhadap

situasi darurat.
Fungsi dan Kegunaan Command Center:

1. Pusat Pengambilan Keputusan: Command center menyediakan informasi
yang lengkap dan akurat untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat

dan cepat.




2. Pusat Pemantauan: Memantau aktivitas, kondisi, dan situasi secara real-time
melalui berbagai sistem dan teknologi, seperti CCTV, sistem keamanan, dan

sistem komunikasi.

3. Pusat Koordinasi: Mengkoordinasikan berbagai tim, personel, dan unit yang

terlibat dalam operasi atau tanggap darurat.

4. Pusat Respons Darurat: Menerima, memproses, dan merespons panggilan

atau pemberitahuan darurat secara cepat dan efektif,

5. Pusat Analisis: Menganalisis data dan informasi untuk mengidentifikasi

masalah, peluang, dan mengambil tindakan yang tepat.

Dalam upaya mendukung keterbukaan informasi publik, Desa Dalung telah

membangun berbagai sarana dan prasarana yang modern dan fungsional. Salah satunya
adalah pemanfaatan website resmi Desa Dalung sebagai pusat informasi digital yang
menyajikan profil desa, data perangkat desa, peraturan, anggaran, laporan kegiatan
yang ada di Desa Dalung, dan berbagai dokumen publik lainnya. Selain itu, media sosial
aktif seperti Instagram (desadalungnews), youtube (Pemerintahan Desa Dalung) dan
Facebook (desadalungnews) juga digunakan untuk menyampaikan informasi secara

cepat, interaktif, dan menarik kepada masyarakat luas.

Guna menjamin keterbukaan dan keamanan dalam pelayanan publik, Pemerintah
Desa Dalung juga memasang CCTV di area layanan sebagai bentuk transparansi
operasional. Masyarakat dapat secara langsung mengajukan permohonan informasi
publik sesuai dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik. Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Desa Dalung dalam




membangun sistem layanan informasi yang transparan, partisipatif, dan mudah
dijangkau oleh seluruh warga. Tak kalah penting, tersedia pula ADM (Anjungan Desa
Dalung Mandiri) yang berfungsi sebagai buku tamu digital. ADM ini digunakan untuk
mencatat kehadiran, permohonan layanan, atau aspirasi warga secara mandiri dan

terintegrasi.

Sebagai bentuk inovasi desa dalam mengelola informasi, Kelompok Informasi
Masyarakat (KIM) Desa Dalung didukung dengan berbagai fasilitas modern seperti
kamera profesional, tripod, mic wireless, mic tembak, lighting studio, komputer,
printer, serta ruang KIM khusus. Alat-alat ini digunakan untuk mendokumentasikan
kegiatan desa, membuat konten edukatif, hingga memproduksi materi informasi publik
yang menarik dan informatif. Adanya sarana produksi media ini menjadikan Desa
Dalung sebagai salah satu desa yang tidak hanya menyampaikan informasi secara

administratif, tetapi juga secara kreatif dan komunikatif kepada masyarakat.




f. Layanan Permohonan Informasi Publik
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Anjungan Desa Dalung Mandiri (ADM) adalah mesin seperti ATM yang
disediakan oleh pemerintah Desa Dalung untuk memudahkan masyarakat mencetak
dokumen kependudukan secara mandiri, cepat, dan gratis. ADM mampu mencetak
berbagai jenis dokumen seperti KTP, Kartu Keluarga, dan akte kelahiran selain itu
digunakan sebagai Buku Tamu online bagi para tamu yang berkunjung ke Kantor Desa

Dalung.

Bagian Komunikasi dan Informasi memiliki peran penting dalam mendukung
pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Desa Dalung.
Fungsi utamanya adalah menyampaikan informasi secara terbuka, cepat, dan tepat

kepada masyarakat melalui berbagai saluran komunikasi yang tersedia. Strategi
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komunikasi yang digunakan meliputi penyusunan pesan informasi yang mudah

dipahami oleh masyarakat desa, pemanfaatan media digital secara optimal, serta

penguatan interaksi dua arah antara pemerintah desa dan warga.

Penyebaran informasi kepada masyarakat Desa Dalung dilakukan melalui beberapa

saluran resmi, antara lain:

1. Website resmi desa (www.desa-dalung.badungkab.go.id) sebagai pusat informasi

utama yang memuat berita desa, laporan kegiatan, dan pengumuman penting.

Media sosial seperti Instagram dan Facebook Desa Dalung yang digunakan untuk

menjangkau warga secara cepat dan interaktif.

Layanan informasi melalui WhatsApp dan email, yang memudahkan masyarakat

menyampaikan pertanyaan atau permohonan informasi.

Papan pengumuman di balai banjar dan kantor desa, yang secara rutin diperbarui

untuk menjangkau warga yang tidak aktif di media digital.

Bagian Komunikasi dan Informasi di Desa Dalung juga aktif melakukan berbagai

kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak atas

informasi publik. Kegiatan tersebut meliputi:

L.

Sosialisasi langsung kepada warga dalam kegiatan PKK, posyandu, maupun rapat

banjar.

Publikasi digital tentang prosedur permintaan informasi publik melalui media

sosial desa.

Pelatihan internal bagi perangkat desa mengenai tata kelola informasi dan

pelayanan komunikasi publik yang efektif.

Upaya ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat Desa

Dalung, baik yang aktif secara digital maupun tidak, dapat memperoleh informasi yang

dibutuhkan dengan mudah dan cepat, serta dapat berpartisipasi secara aktif dalam

proses pembangunan desa.
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2.2. Sumber Daya Manusia yang Menangani Informasi Publik

Tertuang dalam PERATURAN PERBEKEL DALUNG NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI
PUBLIK DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA
DALUNG

LAMPIRAN KESITUSAN PERBEKEL
NOMCR  : 8 TAHUN 2022
TANGGAL : 22 SEPTEMBER 2022

TENTANG :PENETAPAN FELAKSANA TEKNIS/ADMINISTRASI FENGELOLA LAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DESA DALUNG.

ATASAN PPID DESA
| GEDL PUTU ARIF WIRATYA, 5.505

L 2
FRID 0CSA

| MADE TRIMAYASA

A

ll v Y\

BIDANG PLLAYAMAN BIDANG PENGELOLAAN BIDAKG PINGADUAK DAN
INFORMASI IKFORMASI PENYELESAIAN SCNGKETA
K tuh Suastiag 1 Nyoman Rai Sufcanadi ST | Kypaman Alit Wirsnata, SH
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2.3. Anggaran Layanan Informasi Publik dan Laporan Penggunaannya

RENCANA ANGOARAN BIAYA {RAB)
PEMERINTAH DESA DALUNG KECAMATAN KUTA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2026
t APBDes Awal

1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA

:  14.08, Pengembangan Sistem Informas) Desa

1 14, mmfmmuwmmhmmdm Pelaporan

sanaan : 12 Bulan

laran :  Mengoptimalkan informas! Publik
ANGGARAN
ARy VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH
2 = 3 4 ]

BELANJA M 287.108.000,00

o1 Sistem Informasi Dess 257.108.000,00

| Belanja Barang Periengkapan 91.608.000,00

{ Belanja Alat Tulls Kentor dan Benda Poa 2.192.000,00

01. Kertas HVS F4 70 Gram PBH 10 Rim 87.700,00 77.000,00

02 Stfo PBH 3 Buah 15.000,00 45,000,00

03, Tinta Printer PBH 2 Set 600.000,00 1.200.000,00

04, Pulpen PBH 2 Pak 80.000,00 120.000,00

05. Note Book PBH 30 Buah 5.000,00 150.000,00

Belanja Barang Konsumsl (Makan/Minum) 6.148.000,00

01. Snack (30x4) PBH 120 Kotak 15.000,00 1.800,000,00

02. Nasl (30x4) PBH 120 Kotak 35.000,00 4,200.000,00

03. Alr Mineral PBH 4 Dus 37.000,00 148,000,00

Belanja Bondera/Umbul-umbul/Spanduk 1.400.000,00

01. Baliho Alur APBDes PBH 4 Buah 350.000,00 1.400.000,00

Belanja Pakalan Dinas/Seragam/Atibut 56,700.000,00

01. Pakalan Seragam/PDH PBH 27 Stol 850,000,00 22.950.000,00

02. Pakalan Olsh Raga PBH 27 Stel 400.000,00 10.800.000,00

03, Jaket PBH 27 Stol 300.000,00 8.100.000,00

04. Topi PBH 27 Buah 150.000,00 4,050.000,00

05, Name Tag dan Papan Nama PBH 27 Buah 250,000,00 6.750.000,00

08, KTA PBH | 27 Buah 150.000,00 4.050.000,00

Belanja Dekorasi dan Dokumentasi 25,000.000,00

01. Selayang Pandang Desa Dalung PBH 1 Paket 25.000.000,00 25.000.000,00

Belanja Fotocopy dan Penjilidan 168.000,00

01. Fotocopy PBH 420 Lembar 400,00 168,000,00

Belanja Jasa Honorarium 153.000.000,00

Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Deea/Operator 18,000,000,00

; 01. Honorarium Operator SIKS-NG PBH | 1208 1.500.000,00 | 18.000,000,00

.» Betanja Jasa Honorarum Lainnya ' 135,000.000,00

01, Berita/informasi Web Desa KIM PBH 1.350 Berita 100.000,00 135.000.000,00

Belanja Perjalanan Dinas 7.500,000,00

Bolanja Kursus Pelatihan 7.500.000,00

01. Bimtek dan Orintasl Lapangan Jumalis PBH 1 Paket 7.500.000,00 7.500.000,00

Bolanja Modal Pengadaan Poralaton, Mesin dan Alat Berat 5.000.000,00

Belanja Modal Poralatan Elekironik dan Alat Studio 5.000.000,00
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2.4. Daftar Informasi Publik tahun Terbaru

o pemerintah desa dalung
hitps://desadalung.badungkab.goid :

PEMERINTAH DESA DALUNG Kabupaten Badung - Pemkab ...

PEMERINTAH DESA DALUNG ... Selamat datang di Website Resmi Desa Dalung! Kami berkomitmen
untuk mewujudkan pelayanan yang handal melalui layanan keterbukaan ...

Perangkat Desa 5
Perangkat Desa - Perangkat Desa Dalung - Kelian Banjar Dinas di ..

Sejarah Desa >
Dalung adalah sebuah Desa di wilayah Kecamatan Kuta Utara .

Profil Perbekel
PERBEKEL DESA DALUNG. Nama - | GEDE PUTU ARIF

Profil Desa N
Cikal bakainya berdinnya Desa Dalung sangat erat ...

Berita Desa Dalung
Giat Arisan PKK Banjar Tegeh Dalung Sebagai Momen ___

Daftar Informasi Publik (DIP) adalah sebuah catatan yang berisi keterangan
sistematis tentang semua informasi publik yang berada di bawah penguasaan badan
publik, namun tidak termasuk informasi yang dikecualikan. Daftar ini berisi
informasi yang dapat diakses oleh masyarakat sebagai bagian dari hak untuk
mendapatkan informasi publik. DIP terbaru biasanya mencerminkan perubahan atau
pembaruan pada informasi yang dikelola oleh badan publik, dan diupdate secara

berkala.

a. Pengertian: DIP adalah daftar yang berisi rincian informasi publik yang dapat
diakses oleh masyarakat. Informasi publik ini meliputi berbagai macam jenis,
seperti informasi tentang profil badan publik, program dan kegiatan, kinerja,
keuangan, peraturan, kebijakan, dan lain-lain.

b. Tujuan: DIP bertujuan untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik,
sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk
berbagai keperluan,

c. Pembaruan: Daftar Informasi Publik (DIP) harus selalu diperbarui secara

berkala, sehingga informasi yang tercantum selalu akurat dan relevan.

2.5. Daftar Informasi Dikecualikan tahun terbaru
Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) adalah daftar yang berisi informasi publik
yang tidak dapat diakses oleh publik karena memiliki alasan tertentu yang diatur
dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

14




Publik. Informasi-informasi ini dianggap perlu dirahasiakan untuk melindungi

kepentingan tertentu, seperti kepentingan negara, keamanan, atau privasi.

1 Gade Made Okta Saputra, $,Ap
Qd -

Data Penduduk

Nama Langkap Tempat, Tgl Lahir Usia
TEGUH WIHONO TEGAL 43-04.1958 57 Tal
| 2 @ UM JUHRIYAH SERIRIT, 05-05-1%63 57 Tat
DIMAS EBRIANTO WANAREIA. 20-05-2007 17T
= O ANGG! FRATAMA BENGKULL 15-07-1969 35 Tat
ocs 8 AD! MARIO VERDIAZ JAKARTA, 23-10-1579 455
s @ DENY GUNAWAN HASAR MEDAN, 20-06-1971 53Tl
001 @ LENNY MEDAK. 09-04-1973 S2 Tl
04 @ MARIO MARCELO GOH JAKARTA, 14-05-2001 AT
] BRIDGITTA BIANCA GOH JAKARTA, 05.05-2002 a6
I2E13107151034 LoaT0e208820006 @ TERESIA IRWAN BINIAL 22-09-1982 £

a) Peran PPID: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) memiliki
peran penting dalam mengelola dan menetapkan Daftar Informasi
Dikecualikan. PPID bertanggung jawab untuk melakukan pengujian konsekuensi
dan memastikan bahwa pengecualian informasi sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan,

b) Kesimpulan: Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) merupakan bagian penting
dari sistem keterbukaan informasi publik. DIK memastikan bahwa informasi yang
dapat membahayakan kepentingan negara, keamanan, atau privasi tidak diakses oleh
publik. Namun, pengecualian informasi harus didasarkan pada pengujian
konsekuensi dan dilakukan dengan hati-hati oleh PPID.
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2.6. SOP (Standar Operasional Prosedur)

i

2, Q
3 > -
- e
{J; 4 ALUR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK @ LY
DESA DALUNG. KEC. KUTA UTARA. KAB. BADUNG g
i st » o) e o+
ii— &5 = § — if
PEMOHON MEJA INFORMASI D As
fomy 1. Kalls TU dan Ussum
puas el - 3 %w
= ks . ,..,s‘-m“m
ﬂ ATASAN PPID » :
i PERBEKEL DALUNG L2
La kg KEBERATAN TIDAK PUAS
= . SEKRETARIS DESA
C}L b 22 - ~¥ 1
¥ ) £ :
2 -
L

Tata Cara Mengajukan Permohonan Informasi Publik Untuk mendapatkan

informasi publik dari Desa Dalung, masyarakat dapat mengajukan permohonan

dengan mengikuti tata cara sebagai berikut:

1. Mengisi formulir permohonan informasi publik yang tersedia di Kantor Desa

Dalung atau dapat diunduh melalui website resmi Desa Dalung.

2. Menyampaikan formulir permohonan informasi publik secara tertulis ke

Kantor Desa Dalung.

3. Memastikan bahwa permohonan dilengkapi dengan informasi yang jelas dan

lengkap, termasuk identitas pemohon dan rincian informasi yang diminta.

4. Permohonan informasi publik dapat disampaikan langsung atau melalui pos

ke alamat Kantor Desa Dalung.

Proses Penanganan Permohonan Informasi Publik Setelah permohonan informasi

publik diterima oleh PPID Desa Dalung, proses penanganan akan dilakukan sebagai

berikut:

1. PPID Desa Dalung akan melakukan verifikasi dan penelitian terhadap

permohonan yang diajukan.

2. Apabila permohonan informasi publik dinyatakan valid, PPID Desa Dalung

akan mengambil tindakan untuk memperoleh dan menyediakan informasi

yang diminta.
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3. Jika terdapat informasi yang tidak dapat diungkapkan berdasarkan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku, PPID Desa Dalung akan memberikan
penjelasan secara tertulis kepada pemohon.

Batas Waktu Penanganan Permohonan Informasi Publik PPID Desa Dalung akan
menindaklanjuti permohonan informasi publik dalam waktu paling lambat 14 (empat
belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan. Jika terdapat kebutuhan
tambahan waktu, PPID Desa Dalung akan memberikan pemberitahuan tertulis kepada
pemohon dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan.

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Apabila terdapat perbedaan pendapat atau
sengketa terkait dengan permohonan informasi publik, pemohon dapat mengajukan
permohonan penyelesaian sengketa kepada Komisi Informasi Pusat atau lembaga

yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.7. Surat Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

PERATURAN PERBEKEL DALUNG
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PERINTAH DESA DALUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL DALUNG,
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2.8. Inovasi Layanan untuk Kepentingan Publik

) @
- - FORMULIR PERMOHONAN INFORMAS Lm -
o . Di DESA DALUNG i3
Lot R
LS S e GRS MATS %M MaAR WS,
- CEAN PO A -

Anjungan Desa Dalung Mandiri (ADM) adalah mesin seperti ATM yang
disediakan oleh pemerintah Desa Dalung untuk memudahkan masyarakat mencetak
dokumen kependudukan secara mandiri, cepat, dan gratis. ADM mampu mencetak
berbagai jenis dokumen seperti KTP, Kartu Keluarga, dan akte kelahiran selain itu
digunakan sebagai Buku Tamu online bagi para tamu yang berkunjung ke Kantor
Desa Dalung.

Sebagai bagian dari strategi implementasi keterbukaan informasi publik yang
responsif, Pemerintah Desa Dalung telah membangun dan mengelola berbagai media
respon yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan, kemudahan akses, dan
interaktivitas layanan informasi publik sehingga dapat meningkatkan pelayanan Desa
Dalung terhadap masyarakat. Media respon berfungsi sebagai sarana komunikasi dua
arah antara Pemerintah Desa dengan masyarakat, dalam rangka mendukung

akuntabilitas dan partisipasi publik.
Media respon yang tersedia di lingkungan Pemerintah Desa Dalung terdiri dari:

1. Website Resmi Desa Dalung: Website resmi desa merupakan pusat informasi
digital yang menyajikan data dan dokumen publik yang wajib diumumbkan,
termasuk profil desa, perangkat dan lembaga desa, peraturan, rencana kerja,

anggaran, serta laporan-laporan kinerja, juga berisi artikel dan berita seputaran
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kegiatan pembangunan di Desa Dalung. Website ini juga menjadi salah satu jalur

resmi pengajuan permohonan informasi publik oleh masyarakat,

. Media Sosial Aktif (Instagram dan YouTube) : Desa Dalung secara aktif mengelola

akun media sosial seperti Instagram dan YouTube, yang digunakan untuk

menyampaikan informasi kegiatan, edukasi publik, dan himbauan resmi desa. Fitur

interaktif seperti komentar dan pesan langsung digunakan oleh masyarakat untuk

memberikan masukan maupun tanggapan atas layanan desa.

. Google Review, Untuk menjaring evaluasi dan persepsi masyarakat terhadap

pelayanan publik, Desa Dalung memanfaatkan Google Review sebagai platform
umpan balik terbuka yang dapat ditulis dan dilihat oleh seluruh masyarakat.

* Penilaian dan ulasan masyarakat melalui media ini digunakan sebagai acuan

evaluatif dalam meningkatkan kualitas pelayanan.

. Anjungan Informasi Publik Interaktif

Di kantor desa, tersedia anjungan informasi digital yang dilengkapi dengan:
a) Akses CCTV ruang pelayanan sebagai bentuk transparansi;

b) Menu informasi kegiatan;

¢) Fitur penilaian layanan (rating) langsung oleh warga;

d) Akses cepat terhadap pembuatan dokumen dan prosedur pelayanan desa.

Keberadaan anjungan ini mendekatkan pelayanan informasi publik kepada
masyarakat secara langsung dan mandiri, serta memperkuat prinsip keterbukaan

secara fisik di lingkungan kerja Pemerintah Desa Dalung.

Seluruh kanal media respon yang dikelola Pemerintah Desa Dalung menjadi
bagian integral dari proses pelaporan kinerja PPID. Evaluasi terhadap efektivitas
media respon dilakukan secara berkala. Data dan hasil evaluasi dari media respon
ini dilaporkan dalam dokumen pelaporan PPID setiap tahun, sebagai bentuk
pertanggungjawaban kinerja layanan informasi publik kepada masyarakat dan

pemangku kepentingan.

19




Prestasi Badan Publik

V. KATEGORI PEMERINTAH DESA
[No - NAMA BADANPUBLIK T NILAT | KUALTFIKASI ]
{1 Desa Dalung, Kee. Kuia Uara 191,20 | INFORMATIF |
o o o s {2 Desa Ekasan, Kee, Melaya o078 | INFORMATIF |
e xﬁ-\:rsw YT AL i 3 N | 9040 | INFORMATIF |
KOMISY [.'\'!"UR-MASi i’k‘ﬂ\’lx';l BALY IP'" T ) - —~—— 3 '.30_37‘-' jﬁr!}k“"“”‘ =~
NOMOR: 17491/ XIUKI BALU2023 {.3_| Desa Sanur Kauh, Kec. Denpasar S¢ | 9030 | INFORMATIF |
{6 _| Desa Dangin Puri Kangin, Kec. Denpasar Utara | 90,10 | INFORMATIF |
TUNTANG {7 | DesaKatung, Kee Kintamani T TRee T MUt
HASIL MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKA AN INFORMASI PUBLIK | : L] 04 bl s I
PADA BADAN PUBLIK SE- BAL] TAHUN 2023 s . nstsmmin itk 1 INFORMATE |
[ 8 | DesaBenglala, Kec. Kabutsmbahan 86,10 | MENUIU |
Mensmbang 4 Bahwa uniuk mengetabui implementasi Undang-Undang Nomor 14 | ¥ | I\'TURM?‘Q’II' |
Tahun 2008 tentang Ketcrbukaan Informasi Publik pada Badan - e 1 $-t ]
Publik yang telsh melaksanakan Monitoring dan  Evaluasi Desa Taro, Kex, Tegallalang | 88,10 MENUIU |
Keterbukaan Informasi pada Hadan Publik se-Bali Tabun 2023; INFORMATIF |
- ::b":“:‘;‘:““"", g e m“:mﬁ":“":,:.";:;:m;”ﬁ 0 | Desa Gunaksa, Kec. Dawan T ) ’ §L70 T MENUIU |
hasilnys  menjadi tolak ukur pelaksanasn Keterbukaan Informasi = SR ] INFORMATIF |
poda Badaz Pablik ss-Bali Tairun 2023; | Desa Tembeku, Kee, Tembuka - [958 T Cukup
¢ bahwa berdesarkan pertimbangan scbs dimsksud pads | = I
hueuf a dao huruf b, periu ditctaphan Kepotussn Komisi Informasi } TR R nformatif |
Provinsi Bali Hasil Monitoring dan Evatuasi K cterbukaan [nf | Desa Panji, Kec. Sukasada Cukup |
Publik pada Badan Publik sc- Bali Tahun 2023; Tnformatif |
Mo 1 newinto Mo 4 Taun 200 s Kot s Pk Ko, Ko G T Caw |
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ) e — 1 Informanf |
Doy S48 . Dess Asn, Kec, Banjarangkan 69,90 Cukup 1
2 Peraturan Komisi Informasi Nomor | Tshun 2016 tentang Standar | ]
Layanan Informasi Publik Desa (Berta Negars Republik Indonesia " - e | Informatf |
Tsbun 2018 Nomer 1599); | Dess Delod Peken, Kec. Taba 60,60 Cukup
3. Peratursn Komisi laformasi Nomor | Tabun 2021 tentang Standar | Informatf
L Informasi Publik (Berita Neg blik Indoncsia Tal M i ]
2071 Nawce 741, Tembabin e, Feprs R b [ 16 | Desa Tegallinggab, Kec. Karangasem ®045T Cuup |
Nomor 1y, ;_AL,Y#,._.. e | Informatif |
4. Poraturan Komisi [nfo No | Tabun 2022 1 7 | Desa . Jembra T Informatif
Meniortng dm Evalunsi Keterbwlaan Informasi Dot (Berie Pz pﬂm'k‘,’(“;" <L
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomer 4). 18 l Desa Btﬂxl?i:}f“_i_kﬂiﬁr!-r‘?b“-ﬂ,; ==

ATAS ANUGERAH SEBAGAI BADAN PUBLIK

-

INFORMATIF

=
ANMUGERAH
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Bentuk Partisipasi kegiatan Rutin yang berhubungan dengan Keterbukaan dan Komisi

Informasi (Hari Hak Keterbukaan Informasi Nasional) HAKIN tanggal 30 April , Hari
Ulang Tahun Komisi Informasi Provinsi Bali 4 Juni.

KIP Desa Dalung 9 MNowver
& Tonton Reel Penuh

Selamat Memperingati

--§ 8 Desa Dalung ¢ §

30 APRIL 2025

Klik Link

https://youtu.be/a8L-iku3ygMm

& hitps:/[
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3. Rincian Pelayanan Informasi Publik

3.1 Jumlah Permintaan Informasi Publik

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PEJABAT PENGELOLA INFORMAS! DAN DOKUMENTAS!

BUKTI PERMOHONAN INFORMASI

3.2 Waktu yang diperlukan untuk memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik

1. Batas Waktu Penanganan Permohonan Informasi Publik PPID Desa Dalung akan
menindaklanjuti permohonan informasi publik dalam waktu paling lambat 14
(empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan. Jika terdapat
kebutuhan tambahan waktu, PPID Desa Dalung akan memberikan pemberitahuan
tertulis kepada pemohon dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya

permohonan.

2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Apabila terdapat perbedaan pendapat atau
sengketa terkait dengan permohonan informasi publik, pemohon dapat mengajukan
permohonan penyelesaian sengketa kepada Komisi Informasi Pusat atau lembaga

yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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3.3 Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan

3.4 Jumlah Permintaan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya

Tidak Ada

4. Rincian Penyelesaian sengketa Informasi Publik (Jika Ada)
Tidak Ada

S. Kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan Layanan Informasi Publik
Tidak Ada

6. Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas Layanan

Informasi Publik

Keberadaan PPID Desa Dalung mendekatkan pelayanan informasi publik kepada
masyarakat secara langsung dan secara mandiri, serta memperkuat prinsip keterbukaan

informasi secara fisik di lingkungan kerja Pemerintah Desa Dalung.

Seluruh kanal media respon yang dikelola Pemerintah Desa Dalung menjadi bagian
integral dari proses pelaporan kinerja PPID. Evaluasi terhadap efektivitas media respon
dilakukan secara berkala. Data dan hasil evaluasi dari media respon ini dilaporkan dalam
dokumen pelaporan PPID setiap tahun, sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja

layanan informasi publik kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.

Mengetahui, Dalung, 19 Mei 2025

Ka.Si Pemegintahan

'

%
de Putu Arif Wiratya, S.Sos) (I Nyoman Rai Sukanadi, ST)
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